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 Perbatasan di RI-RDTL menjadi wilayah konflik antara masyarakat di 
Desa Makir dan Desa Lamaksenulu. Konflik berkepanjangan ini kerap 
kali mengakibatkan sejumlah tindak kriminal seperti pembegalan, 
pencurian hewan ternak, perampasan air ke areal persawahan. 
Ditambah lagi dengan kondisi pembangunan fisik yang rendah misalnya 
tidak tersedianya air bersih dan akses jalan yang rusak berat semakin 
memperburuk angka kemiskinan. Faktor konflik ini juga disebabkan 
oleh kurangnya perhatian dari pemerintah baik dalam hal pendidikan. 
Melalui studi kasus ini, realitas sosial konflik perbatasan di Wilayah 
Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu akan diungkap. Dengan 
menggunakan teori demokrasi sosial sebagai kerangka kerja teoritis, 
tujuan penelitian ini adalah mengusulkan model penguatan 
kelembagaan lokal dalam penanggulangan kemiskinan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Focus Group Discussion 
(FGD) menggunakan teknik komparasi data juga dilakukan untuk 
meningkatkan keabsahan data yang diperoleh. Hasil temuan penelitian 
ini berupa model penguatan kelembagaan lokal masyarakat adat berupa 
Ti’sian Tak Ni’an di Desa Makir dan Lamaksenulu. Model ini 
diharapkan mampu menciptakan rasa kebersamaan, gotong royong, dan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
berlekanjutan. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat  
ini dapat mendorong mereka menuju hidup yang lebih baik dan 
sejahtera 
Naskah direvisi: 















Perbatasan antara Desa Makir dan Desa Lamaksenulu telah menjadi wilayah konflik yang 
berkepanjangan. Penjarahan, pembegalan, dan pencurian hewan ternak secara masal dari kedua belah 
pihak diarea perbatasan terus terjadi. Pendapatan yang rendah telah mendorong masyarakat melakukan 
sejumlah tindak kriminal tersebut agar kebutuhan pokok keluarga terpenuhi (Moatsos et al., 2021). 
Fenomena ini menyebabkan angka kemiskinan terus meningkat dan memberikan citra negatif bagi 
wilayah konflik ini (Kertawibawa & Harun, 2012).  
Faktor utama penyebab konflik di wilayah ini terus terjadi adalah minimnya infrastruktur fisik 
dan sosial. Infrastruktur fisik yang menunjang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan terbilang 
belum memadai (Habtewold, 2021). Bahkan, infrastuktur untuk mendapatkan listrik dan air bersih 
sebagai kebutuhan dasar dalam hidup masih sangat sulit didapatkan. Selain itu, rendahnya tingkat 
pendidikan tinggi juga turut menyumbang pada masalah ini (Cuartas, Grogan-Kaylor, Ma, & Castillo, 
2019). Pendidikan yang rendah telah menyebabkan banyaknya pengangguran pada masyarakat tinggi, 
yang pada gilirannya juga berdampak pada angka kemiskinan yang tinggi pula. Berdasarkan data 
Penduduk Miskin Kabupaten Belu di tahun 2018, terdapay ± 33.910 jiwa (15,70%) dari total jumlah 
penduduk sebanyak 226.039 jiwa. Lebih spesifik, penduduk miskin di Desa Makir :  385  KK dari  445 
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KK (95%), dari jumlah penduduk 2.038 jiwa orang dan Desa Lamaksenulu sebanyak 163 KK (51 %) 
dari 356 KK dengan total jumlah penduduk 1.317 jiwa orang. Dengan demikian, tren kemiskinan yang 
terus meningkat karena konflik di dua desa ini harus menjadi perhatian utama pemerintah (Alkire, 
Oldiges, & Kanagaratnam, 2021). 
 Sosial kesadaran masih kurang dalam ekosistem kemisikinan ini masih menjadi masalah besar 
bagi masyarakat miskin (Schaafsma et al., 2021) karena dapat memicu kajahatan dan tindakan 
kriminal (Latief, Hasbi, & Amandaria, 2021). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran sangat 
penting (Koďousková & Lehotský, 2021). Pemerintah harus mempunyai inisiatif untuk mengambil 
kebijakan yang berpotensi mendamaikan kedua belah pihak (Cheng, Wang, & Chen, 2021). 
Menghentikan konflik sebagai mata rantai kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperhatikan 
(Lei, Yuan, & Yao, 2021). Salah satu Langkah penting yang dapat diambil adalah membangun sarana 
dan prasarna yang memadai serta rasa solidaritas dan kepercayaan sangat tinggi (Wekke & Cahaya, 
2015). Langkah ini diyakini dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Belu khususnya di Desa Makir 
dan Desa Lamaksenulu sebagai wilayah garda perbatasan RI-RDTL.  
 Hal yang menarik dari masyarakat di Kabupaten Belu dalah kebudayaan, tradisi, dan adat 
istiadat yang unik dan kaya. Mulai dari sikap, karakter, sampai bahasa menjadi warisan budaya yang 
luar biasa didalamnya. Namun, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat itu 
sendiri. Berbekal kebudayaan yang kaya ini, metode lokalitas dapat menjadi salah satu bentuk untuk 
memberikan solusi konflik kemiskinan yang ada (Jauhari & Periansya, 2021). Singkatnya, adat dan 
norma kebudayaan dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diadopsi pemerintah untuk 
menyelesaikan kemiskinan didaerah konflik perbatasan. Salah satu contoh yang berhasil adalah proyek 
listrik berbasis masyarakat yang menekankan pada asas musyawaroh yang adil dan inklusif (Fathoni, 
Setyowati, & Prest, 2021). Daerah timur memang sangat kental dengan adat dan kebiasaan yang dianut, 
hal tersebut menjadi wacana yang menarik untuk di analisis lebih dalamnya. Kebudayaan yang kaya 
dapat menjadi instrumen analisis kemiskinan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut 
(Zhang, Wang, Zhou, Zhang, & Zuo, 2020). 
Sejumlah penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan di perbatasan meskipun masih 
terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi (2008) menujukkan bahwa permasalahan umum yang 
muncul di perbatasan RI-RDTL adalah disparitas pembangunan antara dua wilayah yang berdekatan. 
Sejalan dengan penelitian ini, Kolne (2014) juga mengungkapkan bahwa kurangnya infrastruktur 
pendukung yang tersedia bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi faktor penting. Berdasarkan 
masalah tersebut, terdapat sejumlah usulan model pengelolaan. Akan tetapi, terdapat kritik bahwa 
sejumlah model yang diusulkan mempunyai kelemahan dalam hal koordinasi, padahal aspek ini penting 
karena banyak instansi di Kabupaten Belu yang berkompeten dalam mensukseskan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan pertahanan (Mulyawan, 2013). Selanjutnya, Rachmawati & Djalaludin (2016) 
mengusulkan model perubahan dengan melihat sejumlah pertimbangan misalnya kesejarahan, faktor 
sosial dan ekonomi masyarakat lokal untuk persoalan dalam pengelolaan lintas batas .  
Dari sejumlah paparan tersebut, fokus sejumlah penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam 
hal lokasi penelitian yakni daerah perbatasan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini 
menjadi penguat untuk penelitian sebelumnya mengenai daerah perbatasan karena kawasan ini 
merupakan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting. Meskipun demikian, 
beberapa penelitian tersebut tidak berfokus pada masalah ekonomi dan hubungan dengan budaya dan 
adat istiadat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menawarkan kebaruan dan dapat dilihat sebagai 
investigasi awal terhadap peluang pemanfaatan budaya sebagai metode lokalitas dalam hal pengentasan 
kemiskinan di daerah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu, Nusa 
Tenggara Timur. Dengan pemahaman model penguatan kelembagaan lokal yang lebih mendalam ini, 




Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap realitas sosial di wilayah perbatasan RI-RDTL dan 
memberikan rekomendasi berupa penguatan kelembagaan local untuk mengentaskan kemiskinan. 
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan cara mendalami suatu kasus 
tertentu dan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Sugiyono, 2017). Berdasarkan 
jenisnya, penelitian ini merupakan single case study karena fokus pada revelatory case (Creswell, 2014), 
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yang terjadi di Desa Makir dan Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen di Wilayah perbatasan 
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Republik Indonesia. Lokasi yang besentuhan langsung 
secara darat dengan Negara RDTL. 
Dalam penelitian ini, sejumlah partisipan dilibatkan dan ditentukan dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) (Bungin, 2014). Uji keabsahan data 
untuk penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 
sesuatu dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding data (Lexy J Moleong, 
2009).  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisa menurut Miles, Huberman, & 
Saldaña, (2013) meliputi tiga tahapan utama yakni kondensasi data (data condensation), menyajikan 
data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). 
Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan 
(simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming)  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Temuan utama dalam penelitian ini adalah model adat istiadat “Tisian Tak Nian-Mar 
Gubul, Mar Nilin dan Mar Gebu” sebagai metode lokalitas untuk pengentasan kemisikinan. Pola 
kelembagaan lokal “Tisian Tak Nian” terbentuk dari persekutuan suku-suku “Mar Gubul, Mar Nilin 
dan Mar Gebu; serta Tita Masak, Heran U dan Heran Sa”. Temuan ini menunjukkan bahwa adat 
istiadat yang mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal persatuan, solidaritas dan gotongroyong yang ada 
di Desa Makir dan Desa Lamaksenulu ini penting sebagai solidaritas sosial untuk menyelesaikan konflik 
yang berkepanjangan oleh dua desa tersebut. Lebih lanjut, temuan ini penting karena keberadaan 
lokalitas desa ini dapat menjadi potret kehidupan masyarakat untuk menghentikan konflik yang 
menyebabkan kemiskinan tersebut. Hidup rukun berdampingan membangun kesejahteraan adalah 
bentuk melawan kemiskinan di daerah perbatasan. 
  Dalam pembahasan ini akan terdiri lima subbab penting. Subbab pertama membahas 
mengenai perbatasan sebagai sumber ancaman kemiskinan baru. Subbab kedua berisi penjelasan Ti’sian 
Tak Ni’an sebagai solusi atasi kemiskinan. Subbab ketiga tentang Husar Binan Tetuknonesan yakni 
semangat persaudaraan masyarakat Belu dalam menuju kesejahteraan lahir dan batin. Subbab keempat 
tentang internalisasi nilai adat Tisi’an Tak’nian sebagai sumber Pemersatu dan Kesejahteraan. Terakhir, 
merupakan temuan penting dalam penelitian ini yakni desain model penguatan kelembagaan lokal dalam 
penanggulangan kemiskinan di wilayah perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu 
 
Perbatasan sebagai Sumber Ancaman Kemiskinan Baru 
Dalam Wawancara dengan Ibu A.S/75 tahun (Suku Hosa’ Bul/Pemegang keamanan dan humas 
atau disebut Makleat) mengatakan bahwa : 
 
“(Tanah di Laku Hober itu tempat sumpah darah/minum darah gamal gonion (Maligatal, Lia 
Nai, Mapelarai Rato), tanah / lokasi itu sama persis dengan Haleleki, disana perang mulai disini 
juga mulai, Gamal Goni On dengan Masyarakat/ pengikut, kalau tidak tahan/kuat tanah semua ini 
sudah diambil/dikuasai oleh orang timor leste, tanah ini sama-sama kuat”. (Sumber Makleat-Suku 
Hoza Bul, 27/11/2020).  
 
Berdasarkan interpretasi dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa keberadaan 
PLBN Haleleki-Dilumil (Kali Malibaka) dan Laku Hober (Kalimalibaka) merupakan tempat 
berlangsungnya perang atau tempat penukaran tawanan atau barang; sekaligus titik utama yang 
mempertahankan wilayah serta tempat dilakukannya sumpah adat/sumpah darah antara kedua wilayah 
sejak masa portugis-Belanda.  
Analisis dari hasil penelitian mengenai situasi dan kondisi dari kedua Lokasi Pintu Masuk dan 
Keluar “Dilumil” (Sekarang PLBN) keberadaannya di dataran rendah, sedangkan dan Pintu Masuk-
Keluar “Laku Hober” (tidak terdata), berada dibagian dataran yang lebih tinggi. Lebih detail disajikan 
pada Gambar 1.  
Skema tersebut menggambarkan keberadaan Pintu Masuk dan Keluarnya manusia/barang yang 
difungsikan oleh kedua masyarakat negara sejak dahulu kala sebelum masa kemerdekaan. Fungsi 
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sebagai lokasi perjanjian dan kesepakatan batas dengan sumpah darah (Roh A) dan sebagai negosiasi 
atau penukaran atau barang. Sekarang Kawasan ini dijadikan sebagai PLBN Dilumil, sementara Laku 
Hober tidak tercatat sebagai PLBN. Kondisi ini berdampak timbul kemiskinan baru di wilayah 
perbatasan, karena konflik antar warga, penghadangan, perampasan ternak hingga pembunuhan.Selain 
itu,  kewaspadaan masyarakat setempat selalu siaga karena maraknya pencurian ternak, dan perampasan 
ternak. Hal ini terjadi disebabkan karena wilayah pintu masuk-keluar tersebut tidak terjangkau oleh 
pihak TNI yang bada di PLBN Dilumil. Sementara salah satu Pos Akantai dari Kodim 1605 Belu, 
keberadaannya mengarah pada Lokasi Laku Hober akan tetapi fungsi pos ini seakan simbol keamanan 
masyarakat setempat.  
Salah satu tokoh Masyarakat (L.B/38 tahun) tanggal 21/10/2020 mengatakan bahwa (Kamim 
jaraka ternak-sapi itu dengan kelompok membawa senjata tajam, pedang/parang, senapan angin, tombak 
dan panah ambon, karena siang hari juga orang datang kelompok, jadi kami juga jaga ternak kelompok, 
Pos Akantai tidak jaga Laku Hober katanya bukan tugas mereka, mereka jaga kamtimas saja, pada hal 
kami tidak butuh pos jaga kampung, kami sudah biasa perang dari dulu, dan kami tidak takut, kami takut 
binatang/ternak kami saja, kalau ada pencurian kami langsung turun ke batas saling serang dan itu bisa 
terjadi kapan saja, jadi perlu ada pos jaga atau pemantau di Laku Hober). Salah satu sumber potensi 
masalah sosial adalah lokasi Laku Hober, sering pelintas batas illegal saling serang diakibatkan terjadi 
perampasan ternak, maraknya pencurian dan maraknya penjualan secara illegal. Oleh sebab itu, 
masyarakat meminta agar lokasi ini dijadikan alternatif sehingga pengawasan dan pemantauan berjalan 




Gambar 1. Skema keberadaan Pintu Masuk-Keluar : PLBN Dilumil (RI)-Memo, Distrik 
Bobonaro (RDTL) dan Laku Hober (RI)-Saburai Distrik Bobonaro (RDTL) 
(Sumber data olahan analisis hasil penelitian, 2020) 
 
Konsep dari aspek paradigma keberfungsional sosial dan Demokrasi-sosial dapat ditunjukan 
sebagai salah satu konsep untuk mendalami kemiskinan diwilayah perbatasan Makir dan Lamaksenulu 
Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Wilayah perbatasan  yang berlokasi di Dilumil-Memo yang 
merupakan titik PLBN pintu masuk-keluar orang dan barang/jasa, terdapat kesenjangan dan 
ketimpangan sosial pada keberfungional sosial antara lain masalah infrastruktur, jalan, listrik dan air 
bersih serta belum terbangunanya PLBN yang permanen. Permasalahan ini memberikan kontribusi 
memperparah kemiskinan dan juga sensitifnya akan timbulnya konflik antar warga tersebut.  
Dari data yang diperoleh pembangunan infra struktur serta fasilitas yang tersedia yakni : Pos 
Perbatasan TNI-POLRI yang masih serba sederhana, tersedia 1 unit Puskesmas Pembantu Dilumil, satu 
1 unit Sekolah Dasar dan satu unit PAUD dan Kantor Imigrasi Dilumil (namun belum ada pelayanan ) 
serta jalanan masih kondisi perkerasan dan sudah rusak dari arah Builalu menuju pos perbatasan dilumil 
± 11 km². Kondisi ini dibutuhkan  kerjasama dan koordinasi yang melembaga baik pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan masyarakat lokal setempat untuk bersama-sama menyelesaikan ketimpangan 
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yang menghadapi oleh masyarakat perbatasan ini. Mengingat demokrasi-sosial dan keberfungsional 
sosial harus benar-benar melakukan suatu metode atau strategi yang tepat. Konsep mengatasi masalah 
kemiskinan yang dihadapi diwilayah perbatasan ini dengan metode penguatan kelembagaan lokal dalam 
penanggulangan kemiskinan diwilayah perbatasan RI-RDTL di Desa Makir-Lamaksenulu Kecamatan 
Lamaknen Kabupaten Belu. 
Perbatasan RI-RDTL sebagaimana diuraikan diatas memiliki peran yang sangat strategis dimana 
sebagai pintu gerbang negara, segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan 
dan yuridiksi negara baik di darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan 
keamanan Indonesia. Atas dasar peneliti memberikan pemahaman pemahaman bahwa “Perbatasan RI-
RDTL perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya terlebih mengingat hingga saat ini di 
wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat RI-RDTL masih ada persoalan yang berdimensi multi 
aspek”.  
Salah satu aspek yang penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral 
kedua Negara adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua Negara. Persoalan-persoalan 
keamanan di wilayah perbatasan berkaitan dengan dua hal utama yang menyangkut persoalan keamanan 
konvensional dan non-konvensional. Persoalan keamanan konvensional yang lebih berfokus pada isu-
isu yang merupakan ancaman terhadap wilayah, kedaulatan, ideologi dan identitas Negara terutama 
yang bersumber dari faktor-faktor eksternal. Sejalan dengan temuan ini, Teturan, Suwitri, Warella, & 
Warsono (2019) menjelaskan bahwa pengamanan kawasan perbatasan mempunyai kendala yang 
kompleks karena minimnya sarana dan prasarna dan kegagalan sumber daya manusia dan keterampilan 
yang rendah. Lebih lanjut, Rohilie (2020) juga menjelaskan bahwa analisis untuk melihat bagaiaman 
pengelolaan perbatasan ini dapat melalui human security yang menekankan pada keamaan warga negara 
dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dari segi kesejahteraan, pendidikan, dan 
kesehatan. Dengan demikian, Perlu dilakukan sinergitas, harmonisasi dan pendayaan masyarakat lokal 
beserta kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal dikerahkan secara terpadu, terintegrasi serta 
terkoordinasi maka permasalahan sosial yang ada, dan timbulnya kemiskinan baru dapat terhindari 
dalam bingkai kemajuan NKRI di wajah  nasional hingga internasional. 
 
Budaya lokalitas Ti’sian Tak Ni’an sebagai solusi atasi kemiskinan 
Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020, bersama 
tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok pertanian, pemuda dan perangkat Kecamatan dan Desa (Makir-
Lamaksenulu). Jumlah peserta hadir sebanyak 9 orang dari sasaran kelompok yang diundang oleh 
peneliti.  
”Yang saya tahu orang susah, bukan miskin; Susah karena kekurangan uang, karena zaman 
modern ini semua pake uang kertas, uang logam; dan  kami lebih susah kalau tidak turun 
hujan, karena tidak buat kebun, harap hanya sawah saja; kalau hujan ada, kami tidak susah 
lagi)”. (Sumber Por Gomo/pemegang adat suku Makir, 2020).  
Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Nai/raja Makir, bagaimana 
pola hidup secara tradisi adat berdasarkan unsur Tisi’an Tak Ni’an yang terstruktur dan benar-benar 
tersistematis dengan simbol-simbol adat yang ada ini dipercayakan memberikan kelayakan hidup dan 
dijauhkan dari marah bahaya, kelaparan, dan kemiskinan.  
 
“Keadaan dusun Tahon, sebagai pusat kebudayaan Makir dan Leosogo yang didirikan rumah-
rumah suku (“deu hoto”) melingkari dan menghadap “mot” yaitu lapangan berbentuk bulat 
dikelilingi dengan pagar batu. Di pinggir “mot” terdapat tempat persembahan (mezbah) 
disebut “bosok”. “mot” yaitu “mot pana” dan “mot mone” Nai/raja Makir (V.B.M. 
23/12/2020),  
Kebiasaan-kebiasaan budaya lokal yang masih dilakukan untuk mempertahankan adalah nilai 
kehidupan tentang keadilan, kesejahteraan sosial lokalitas bagi lembaga lokal dan masyarakat di Belu. 
Nilai kebudayaan dari  lembaga lokal, sekaligus model penguatan kearifan lokal  agar kehidupan dan 
hasil dari pertanian masyarakat  Desa Makir dan Lamaksenulu ini dapat tercapai. Kebiasaan ini inilah 
yang disebut model penguatan kearifan lokal Tisian Tak Nian karena semua komponen dalam struktur 
dan system yang dilakukan masing-masing mempertangung jawabkannya berdasarkan tugas dan peran 
masing-masing mulai dari Nai/Raja, kepala suku, kepala kampung sampai pada rakyat atau renu. Model 
kearifan lokal ini menggambarkan kehidupan lembaga adat lokal yang dilakukan pada setiap musim.  
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Masyarakat desa menolak jika dikatakan miskin, karena kemiskinan tersebut aspek ekonomi saja 
(uang kerta dan logam) sedangkan masyarakat desa beranggapan uang itu dibutuhkan hanya pada saat 
adat istiadat dilaksanakan karena zaman sekarang menggunakan uang menjadi ukuran orang miskin atau 
tidak. Hal yang menarik juga kebiasaan adat-istiadat membuat masyarakat adat tidak miskin karena dari 
pemaparan tersebut nampak bahwa terjadinya sifat kerjasama, saling mendukung, dan mengisi antar 
suku rumah dan suku mengikuti darah dalam keluarga (suku sendiri) beban adat merupakan beban 
bersama sudah menjadi suatu kewajiban untuk sama-sama tangungjawab, sedangkan selaku orang tua 
hanya menyiapkan modal dasar untuk mereka (suku-suku) yang datang kumpul tangan, karena terkesan 
bahwa beban tersebut adalah kewajiban suku-suku dan hubungan pertalian darah suku rumah (hubungan 
darah dari Bapak/Ibu kandung).  
Masyarakat adat disana tidak mengalami kemiskinan yang berat. Akan tetapi didaerah lain  tidak 
menutup kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat adat menjadi miskin salah satunya adalah dampak 
adat belis atau mahar gadis. Sementara dalam kajian di Desa Makir dan Lamaknselu dilihat dari aspek 
sosiologi, aspek kultur dan aspek phisikologi serta aspek religi memenuhi kelayakan hidup sesuai 
kondisi yang idealnya di daerah pedesaan. Tanggapan mereka bahwa  kemiskinan masyarakat desa, 
bahwa adat adalah tidak miskin karena bukan hanya karena dipandang dari aspek ekonomi (uang kertas 
dan logam) akan tetapi masyarakat setempat sebagai suatu keadilan identitas antara perempuan dan laki-
laki yang membangun rumah tangga baru atau dengan kata lain pencitraan keluarga dan suku rumah.   
Dari hasil wawancara sebelumnya dengan pemerintah Kabupaten Belu, tanggal 3 September 
2020, peneliti melakukan audiensi dengan Bupati Belu (Bapak Wilibrodus Lay) di ruang kerja, yang 
mengatakan. 
“Kami di Belu ini sebenarnya tidak miskin, banyak makanan dan banyak binatang peliharaan 
seperti  sapi, babi dan lainnya, dan pola hidup orang Belu adalah bertani, dan beternak dan 
masih banyak lahan tidur yang belum digarap, kemudian cara bercocok tanam dengan tebas 
bakar”. Kebiasaan tebar-bakar bukan bakar hutan namun daerah kami kering ini dibakar 
kemudian musim hujan tiba rumput-rumput tumbuh baru, dan itu menjadi pakan ternak (sapi, 
kambing dan lain-lain) (sumber, hasil wawancara peneliti, 3/9/2020)”  
Disisi lain ada potensi sumber daya lokalitas yang ada dapat diberikan peranan dan kapasitas agar 
masalah sosial (kemiskinan) mengalami penurunan, dan menghindari adanya kemiskinan baru yang 
timbul akibat dari kemiskinan sebelumnya. Misalnya masalah pengangguran, putus sekolah dan jumlah 
penduduk semakin bertambah serta kurangnya lapangan kerja. Goldschmidt, Zweynert, Nerré, & Schuß 
(2006) menjelaskan bahwa menerima konstitusi budaya dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi 
untuk teori ekonomi. Dalam bidang proses transformasi ekonomi, pendekatan ini telah menunjukkan 
kelebihannya dengan melibatkan subdisiplin lainnya milsanya kebijakan ekonomi konstitusional 
dimana kondisi yang ditransmisikan secara budaya dan sosial yang memungkinkan kesepakatan antara 
warga. Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Guiso, Sapienza, & Zingales (2006) bahwa  pendekatan 
untuk memperkenalkan penjelasan berbasis budaya ke dalam ekonomi telah terbukti secara subtansial 
dan dapat memperkaya pemahaman tentang fenomena ekonomi. 
 
Husar Binan Tetuknonesan (Semangat persaudaraan, Masyarakat Belu dalam menuju 
kesejahteraan lahir dan batin)  
Kekuatan kelembagaan di Belu khususnya suku Bunaq tradisi adat istiadat merupakan martabat, 
citra dan kewibawaan masyarakat lokal. Dalam wawancara bersama tokoh adat  Bapak T.L/72 tahun 
(dusun Poti) 16/10/2020 menyatakan bahwa “adat istiadat orang bunaq magil-leosogo (Makir-
Lamaksenulu) adalah kesepakatan harga diri dan kewibawaan”. Harga diri orang Magil-Leosogo tidak 
dibeli dengan uang, kewibawaan kami berasaskan saling percaya, saling menolong dalam kebersamaan 
untuk hidup dengan damai” (Ti’Sian, Tak Ni’an)”.  
Pengamatan dan hasil obesevasi peneliti, sebagian wilayah diberikan tanpa ada bayaran atau ganti 
rugi, namun raja memerintah para tetua adat agar wilayah sebagiannya diberikan kepada masyarakat di 
Lamaksenulu. Salah satu Tokoh adat dari Lamaksenulu Bapak Y. B/75 tahun (21/11/2020) mengatakan 
bahwa “En Magil-Leosogo” (orang Makir-Lamaksenulu) adalah satu, yakni bernaung dibawah hukum 
adat “Tisi’an Tak Ni’an” artinya I rinil kere : Kusin Kere, Kura Uen Na Sae”. (kita jadi satu : Naik di 
satu kuda, satu bantal, dan satu adat”). Artinya Nai/raja bersama para tetua adat dan renu/rakyat  
menjadikan diri menjadi satu, tinggal dalam satu wilayah, bekerja dan hidup satu wilayah Makir-
Lamaksenulu”.  
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Peristiwa suka dan duka serta aktifitas kehidupan telah disepakati bersama termasuk masalah-
masalah sosial. Ti sian Tak Nian sebagai fondasi adat bagi masyarakat lokal dalam hidup kekeluargaan, 
kebersamaan, kerjasama, dan hidup berdampingan dengan sejahtera. Singkatnya Tisian tak nian, sebagai 
tatanan yang mengatur nilai-nilai kehidupan yang adab, adil dan sejahtera antara Nai/raja dengan para 
kepala kampong/Rato-rato sampai pada rakyat/renu. Kebiasaan Tisian Tak Nian adalah hukum adat 
tertinggi yang dijalankan sampai sekarang, salah satunya dimulai dari sejarah dari dua desa ini, yang 
dulunya satu wilayah, dilakukanlah pembagian tanah untuk bertani, gembala/ternak, hutan adat/tanah 
adat/ulayat; kemudian hubungannya dengan kemiskinan adalah masalah zaman dan penetapan para 
pengambil keputusan. Masyarakat lokal disini tidak susah, mau dikatakan miskin tapi tanah atau lahan 
ada, ada binatang peliharaan, kalau butuh uang untuk keperluan jual binatang sudah ada uang, untuk 
rasa aman dan tidak, disini hukum adat lebih tinggi, orang disini lebih takut hukum adat dari pada 
ditangkap polisi lalu masuk bui atau penjara.  
Kebudayaan lokalitas, baik kultur dalam hubungan kekerabatan, persatuan dan menjamin 
kesejahteraan dengan saling membantu, saling menghargai.  Dari hasil penelitian kebiasan-kebiasaan 
kearifan lokal dalam memecahkan masalah sosial sebagai model suatu pengadilan yang disebut dengan 
Seni “Cie Ti-Ma Role” (palang bambo-Taji Ayam Jantan),  Tebe atau bahasa bunaq disebut Tei, Likurai, 
dan ukir dan lukis. Masing-masing akan dijelaskan dengan detail sebagai berikut.  
Seni memecahkan masalah dengan “Cie Ti - Ma Role” (Palang bamu-Taji Ayam.  
(Makna pengadilan-diskresi) Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan 
dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, 
tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, 
penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya (Pasal 1 Angka 9 UU 
30/2014). Bagi Tradisi adat Makir-Lamaksenulu Seni pengambilan keputusan oleh Raja, akan tetapi jika 
permasalahannya sulit dan/atau tidak dapat dilakukan, maka secara adat para tetua adat menyampaikan 
kepada raja untuk melakukan “Cie Ti-Ma Role” atau Diskresi. Tradisi adat untuk diskresi dilakukan 
dengan nama keputusan melalui “Cie Ti”.  Model  keputusan diskresi adat Cie Tii atau Ma Role, jika 
keputusan sulit mendapat kebenaran dan kesalahan, maka kedua belah pihak mengambil ayam jantan, 
maju berdiri ketengah siding, dipasang diantara mereka sebuah bambo guna membatasi kedua belah 
pihak. Masing-masing mengangkat ayam ke atas menghadap langit, sambil berdoa :”Hot…! “Nyie cie 
na heser, homo neto na sal, homo be nyie cie na u, homo neto na sal” (artinya, Tuhan..! jika saya yang 
benar maka ayam ini hidup, tetapi jika saya yang salah, maka ayam ini mati). Maka keputusan raja 
berdasarkan kebenaran atas hasil “cie ti”  yang mati adalah pihak yang kalah, dan yang hidup adalah 
pihak yang benar. Maka yang salah tersebut akan diberikan sanksi berupa denda adat, sejumlah sirih-
pinang, sopi dan ayam atau babi (denda berdasarkan besarnya kesalahan) sebagai tanda permohonan 
maaf  atas kesalahan-kesalahannya; dan yang menang wajib memberikan maaf dan ampunan kepada 
yang salah.  
Seni Tebe atau bahasa bunaq disebut Tei 
Kearifan lokal tebe bersama merupakan symbol atau sebuah makna kemenangan. Tebe ini 
dilakukan dengan gerakan tarian yang mengelilingi kepala para musuh yang berhasil dibunuh, oleh para 
pejuang (masyarakat) setempat. Jika mereka mampu membunuh musuh, maka diambillah kepala 
dibawah ke sadan lalu dilakukan ritual adat dan dikeliling dengan tebe, sehingga Tebe, seni gerak ini 
dilakukan dengan kebiasaan berbentuk lingkaran dan kolosal. Seni tebe ini masih terpelihara hingga saat 
ini, disetiap ajang acara berbagai pesta seperti perkawinan tebe ini sangat trent dikalangan tamu-tamu 
yang hadir.  
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Gambar 2. Tebe kolosal ritual ikat destar, Sadan Kewar-Lamaknen-Belu dan Tebe kolosal 
festival budaya di Fulan Fehan-Lamaknen-Belu 
(Sumber: huma setda-protokol Kab. Belu, 2019) 
 
Tebe ini juga termasuk dalam kategori hiburan rakyat bagi masyarakat umumnya di Belu. Dalam 
setiap acara sukacita Teberai ini sebagai symbol keakraban dan mengikat persaudaraan oleh orang Belu, 
atau kehadiran para tamu atau undangan disetiap momentum acara sukacita. Tebe ini juga sudah diakui 
dari lembaga pendidikan sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal, sehingga anak-anak didik 
mulai memahami seni tebe ini sejak anak-anak sehingga turun temurun tebe telah mengglobal hingga 
saat ini. Seni “Teberai” (seni tebe-likurai-Belu) diilustrasikan pada Gambar 2.  
Seni Likurai  
(Makna Menjemput para pejuang dari peperangan). Seni likurai ini merupakan seni gerak tubuh 
yang dengan menggunakan gendung kecil dari bahan kayu dan kulit kambing yang dilakukan proses 
pembuatan secara tradisional hingga menjadi sebuah lempengan yang lembut; kemudia menempelkan 
dibagin kepala kayu gendang yang telah disiapkan. Gerakan seni likurai ini bermakna sukacita atas 
kemenangan dari peperangan yang telah mengalahkan musuh-musuhnya. Seni Likurai ini biasa 
didominasi oleh kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki hanya berjumlah dua orang yang 
mengampit para tarian itu bisa dikepal dan bisa dibagian belakang tergantung senin gerak yang 
ditampilkan oleh seorang laki-laki. Seni Tarian ini sudah diterima dan dijadikan sebagai kearifan lokal 
bagian dari mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan sejak sekolah dasar saat ini. Sebagai contoh para 
penari likurai sebanyak 150 orang melakukan pentas kebudayaan pada puncak detik-detik Proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesi di Halaman Istana kepresidenan era Jokowi-Jusuf Kalla, pada tanggal 
17 Agustus tahun 2019 tahun kemarin. Seni Likurai Belu yang saat ini dipelihara oleh masyarakat dan 














Gambar  3. Seni Likurai versi Festifal Budaya di Fulan Fehan, 2018-2019 
 (Sumber : Bag Humat-Protokol  Setda Belu, 2020) 
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Seni Lukis dan Ukir.  
Kearifan lokal dibidang Seni Ukir dan seni lukis sudah mulai pudar, hanya ada saat ini para Kaum 
Perempuan melakukan seni lukis pada tenunan kain adat beruapa gambar  matahari, pohon, binatang 
dan sebagainanya sesuai dengan makna tradisi adat istiadat disetiap suku-suku yang ada di Belu. Seni 
ukir tidak dikembangkan oleh pihak laki-laki karena faktor SDM dan juga pengrajin ke seni ukir ini bagi 
generasi tidak diajarkan oleh para pendahulu sehingga semakin luntur seni ukir tersebut. Apabila seni 
ukir ini dapat dikembangkan maka dapat dijadikan sebagai salah satu sarana yang dapat memberikan 
asset termasuk pendapatan bagi keluarga atau rumah tangga.  
Keberadaan seni lukis dan seni ukir merupakan suatu kebiasaan turun-temurun sejak dahulu, 
namun kebiasaan ini telah mengalami pergeseran sesuai perkembangan zaman, sehingga seni melukis 
yang lebih diminati kaum perempuan seperti lukisan pada tenunan ikat (Tais Selu-Bunaq), pembuatan 
seni menganyam “taka lias” atau tanasak, tuban (Nyiru); dan anyaman tempat makanan lainnya. 
Pembuatan anyaman ini berasal dari daun gewang atau daun pohon lontan dengan irisan bamboo atau 
rotan sebagai pengikatnya. Seni menganyam yang dilakukan oleh kaum perempuan (ibu-ibu RT) 
tersebut semakin berkurang telah mengalami perubahan seiring perubahan dan perkembangan zaman 
saat ini. Sedangkan seni tukang besi secara tradisional, masih dipertahankan oleh kaum laki-laki dalam 
menggiatkan/membuat perlengkapan alat-alat pertanian, seperti parang/pedang, pisau, alat gali/besi gali, 
tombak.  
Sementara seni ukir lainnya yang dilakukan pada seni ukir kayu,  semakin pudar/musnah kecuali 
untuk rumah-rumah adat (tiang rumah dan pintu-jendela rumah adat) yang masih dipertahankan. Peneliti 
juga menganalisis bahwa dengan adanya perkembangan era modern saat ini memang nilai-nilai kearifan 
lokal yang sudah menggunakan alat-alat modern namun tidak semuanya juga terpakai dan dimanfaatkan 
atau difungsikan secara menyeluruh, seperti seni lukis dalam  tenunan dan anyaman-anyaman (alat-alat 
makan) masih tetap digunakan tidak memakai bahan-bahan modern; begitupula seni ukir pada 
kebutuhan rumat tradisional masih menggunakan bahan-bahan tradisional dan tidak menggunakan 
bahan-bahan teknologi modern.  
Secara ringkas, berbagai dan ragam budaya yang mencerminkan semangat persaudaraan ini dapat 
menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik. Sejumlah penelitian sebelumnya berhasil mengungkap 
bahwa kearifan lokal mempunyai peran penting sebagai mekanisme untuk menjaga ketentraman dan 
kedekatan hubungan. Lebih spesifik, kearfian lokal dan praktiknya dalam kehidupan dapat memulihkan 
konflik pasca-komunal melalui penguatan nilai-nilai moral dan hubungan sosial budaya (Hartoyo, 
2019). Penjelasan lainnya oleh Sulistianingsih, Prabowo, & Pujiono (2019) juga menjelaskan bahwa 
meningkatkan kesadaran budaya dapat mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan budaya dan 
kurangnya pemahaman tentang kesadaran multikulturalisme. 
 
Internalisasi Nilai Adat Tisi’an Tak’nian sebagai sumber Pemersatu dan Kesejahteraan (Salan 
Ha Tama, Porat Hatama) 
 Model penguatan kelembagaan lokalitas Ti Sian Tak Nian pasca persiapan hingga musim tanam 
tiba, dan pasca musim persiapan hingga musim panen tiba dan menyimpan hasil panenan. Model ini 
terstruktur dan tersistematis dilakukan berdasarkan keberadaan kapasitasnya kenaian di Makir-
Lamaksenulu. Pelaksanaannya benar-benar mengikuti tahapannya sehingga penuh kehati-hatian dan 
tanggungjawab. Model ii berasal dari suku-suku rumah adat yang tersebar wilayah tersebut. Model 
Penguatan kelembagaan lokal Tisian Tak Nian melalui ritual adat bagi keberlangsungan kehidupan 
masyarakat disertai adanya nilai-nilai kearifan lokal. 
 
Upacara ritual adat “Salan Hatama” (Suku Bunaq- Kemak, Desa Makir dan Desa 
Lamaksenulu)   
Ritual ini diawali dengan Tahapan Pagu Cila (pembagian bibit) dibagi kedalam 13 tubis/tanasak. 
Dalam proses ini dilakukan pengurbanan hewan berupa babi atau ayam, dan darahnya diteteskan 
disetiap tenasak (tubis) yang ada kemudian diangkat dan diberikan pada kepada para Tetua Adat Suku 
dan masyarakat / renu sebagai bibit yang akan ditanam mereka. Ritual dilakukan  di Sadan Soil-Makir. 
Tahap selanjutnya, An Mal (buru binatang liar atau hama) dengan cara membakar hutan atau lahan yang 
akan diolah atau digarap dalam musim yang bersangkutan (Bulan agustus-September). Karena 
kelompok masyarakat ini cara bertani dengan  pola berpindah-pindah lokasi. Makna An Mal ini bentuk 
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ritualnya Por Gomo (pemegang tongkat adat), membawa sirih-pinang, dilakukan pengurbanan sebagai 
bentuk kurban untuk mengusir hama dan binatang lainnya.  
 
Ritual adat “Porat Hatama” (Pasca musim panen dan menyimpan bibit dan persiapan pada 
musim tanam) 
Makna ritual menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada pencipta Yang Agung yang 
memberikan kelimpahan rejeki makanan.  Tahapan dimulai pemilahan bibit dipersembahkan atau 
disimpan di nulal (tiang utama/as rumah) atau disebut loteng (tempat menyimpan makanan). Dalam 
Ritual Porat Hatama ini lanjutan dari musim sebelumnya; dimana hasil panen tersebut akan disimpan 
dilakukan ritual agar bibit yang disimpan tidak rusak, bibit tersebut selama 4-6 bulan (April-September) 
agar tetap utuh dan dapat ditanaminya lagi.   
Melalui forum, bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan geraja (pastor/imam) 
untuk mengetahui seberapa baiknya ritual-ritual tersebut, manfaat untuk keberlangsungan dan 
kesejahteraan hidup, apakah semakin membaik atau semakin miskin, tidak memiliki apa-apa dan bahkan 
justru akan semakin terbelakang karena sifat kebiasaan sangat tradisional. Sebelum sampai pada diskusi 
group peneliti mencari sumber lain, bagaimana dengan suku lainnya seperti tetum dan dawan.    
Suku Tetum yang disebut dengan “Upacara Ritual Adat Hamis Batar Hatama Manaik (suku 
Tetum). Upacara ritual adat ini tidak jauh berbeda, sisi perbedaan dari penuturan bahasa dan proses 
dalam pelaksanaan sesuai dengan keberadaan suku-suku atau kedaerahan masing-masing masyarakat 
adat di Belu. Upacara hatama manaik merupakan pelengkap upacara hatama batar, yaitu proses 
upacara persembahan jagung muda (manaik) dari masyarakat kepada pemimpin masyarakat/raja 
sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepemimpinannya. Dalam proses upacara 
hatama manaik dari awal hingga akhir diatur oleh penghubung raja yang biasa disebut Kaburai (sumber 
: Sixtus T. Seran, 2007 hal. 194-197).  
Terkait dengan pendidikan, internalisasi nilai budaya dan kebiasaan yang termanifestasi dengan 
baik dalam kehidupan nyata dapat menjadikan kesenian dan adat istiadat sebagai sumber bahan ajar 
kegiatan kurikuler di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai seni ini berpotensi menjadi sumber 
penguatan ketahanan budaya (Hanif, Hartono, & Wibowo, 2019). Terbaru, Umar & Tumiwa (2020) 
juga menjelaskan bahwa adat istiadar ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan dampak 
positif bagi masyarakat. Perbedaan tidak akan menimbulkan konflik jika internalisasi nilai-nilai 
multikultural melalui proses pendidikan dilakukan dengan baik. 
  
Desain Model Penguatan Kelembagaan Lokal dalam penanggulangan Kemiskinan di 
Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat merampungkan deskripsi kajian 
dengan penekanan pada Model Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan 
diwilayah Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara. Masalah kemiskinan ini 
merupakan masalah sosial, peneliti menyimpulkan dari berbagai pengamatan, wawancara dan FGD dan 
sebagai sumber utama dalam pengumpulan data penelitian ini maka model penanganan kemiskinan 
harus melalui proses perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Metode 
Penguatan Kelembagaan lokal (kapasitas) berbasis Pemberdayaan masyarakat dipedesaan dapat 
mewujudkan harapan hidup yang ideal atau sejahtera. Dengan adanya kapasitas kelembagaan lokal 
berbasis pemberdayaan masyarakat akan lahirnya pembangunan masyarakat. Karena pembangunan 
masyarakat harus melalui suatu pemberdayaan sehingga melahirkan suatu proses perubahan. 
Pemberdayaan meliputi, penyadaran, pengkapasitaan dan pendayaan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 
2007). Ketiga unsur tersebut sebagai prasyarat utama untuk mengembalikan wewenang masyarakat 
lokal menuju proses perubahan. Proses perubahan dari aspek politik, ekonomi, sosiologis, psikologis 
maupun kultur, sehingga kapasitas masyarakat sendiri dapat hidup berkembang.   
Pemaparan skema (Gambar 4) sebagai bentuk strategis upaya penanggulangan kemsikinan 
dengan menandalkan kelembagaan lokal yang bersinergi dan kestabilan keharmonisan sehingga 
kehidupan menjadi lebih ideal sesuai dengan harapan. Peneliti menganggap skema ini sangat relevan 
menuju suatu proses perubahan hidup sejahtera sekaligus dapat dijadikan metode upaya penanggulangan 
kemiskinan di wilayah Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian 
deskripsi dari skema tersebut sebagai berikut, tahap awal yang dilakukan adalah, pertama kelola dengan 
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identifikasi penyebab-penyebab dan faktor-faktor terjadinya kemiskinan, tahap kedua pola membangun 
secara integratif, bersinergi dan hubungan komunikasi lintas sektoral (pemerintah, masyarakat lokal, 
pengusaha/pasar) dengan kemanfaatan pada kebutuhan baik kearifan lokal, SDA maupun SDM serta 
potensi wilayah perbatasan Negara RI-RDTL. Jika Harmonisasi dan keseimbangan dan pola interaksi 
tersebut seimbang, maka Budaya dan Kearifan lokal memiliki potensi pada pemberdayaan masyarakat. 
Tahap Ketiga adalah Pemberdayaan dengan Kemanfaatan aspek sosiologis, Politik, Ekonomi, 
Psikologis serta Kultur, maka akan melahirkan Proses Perubahan dengan meningkat kapasitas 
masyarakat lokal menuju pembangunan masyarakat yang hidup sesuai dengan harapan yang ideal. 
Kesimpulannya, masalah sosial dikelola berdasarkan kemanfaatan sumber daya yang handal berpotensi 
atau peluang akan teraktualisasikan secara spontan mengarahkan pada pemberdayaan (penyadaran, 
kapasitas, pendayaan) diyakni akan meningkatkan taraf hidup yang diharapkan maka hidup menjadi 
sejahtera.  
Sosial (kemiskinan) baik dari lembaga pemerintah, lembaga sosial terutama masyarakat lokal atau 
masyarakat adat itu sendiri tentang apa masalah pokok dan utama sesuai kebutuhan, tuntutan dan 
aspirasi, kemudiaan diharmonisasikan, komunikasikan dan integrasikan ke dalam perencanaan, yang 
melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat serta pengusaha dengan 
memperhatikan beraneka potensi dan peluang serta diintegrasikan dari nilai-nilai kearifan lokal, 
pemanfaatan sumber daya seperti kultural, phisikologis, religious, politik, sosial-ekonomi merupakan 
suatu daya dorong menuju proses perubahan masyarakat yang lebih maju. Maka strategis demikian 
merupakan suatu model yang sangat strategis dan konstruktif dalam menemukan atau mengidentifikasi 
masalah sosial (kemiskinan) dari akar rumput (masyarakat lokal) serta keberadaan sosial lainnya akan 
terjadi perubahan masyarakat menjadi pembangunan masyarakat sesuai dengan harapan yang 
diinginkannya. Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam model ini, penelitian sebelumnya di wilayah 
perbatasan ini oleh Rachmawati & Djalaludin (2016) juga menjelaskan bahwa untuk mengatur fungsi 
sosial di wilayah perbatas harus melibatkan ahli adat setempat untuk membantu pemerintah daerah 
menyelesaikan masalah-masalah penduduk setempat. Mereka akan menjadi perwakilan untuk 
mengkomunikasikan masalah ekonomi dan sosial mereka dan menjadi jembatan antara pemerintah dan 
masyarakat lokal. 
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Gambar 4. Skema Model Penguatan Kelembagaan lokal dalam penanggulangan kemiskinan 
(Sumber : Data olahan di Belu, 2020) 
  
KESIMPULAN 
Internalisasi  penguatan kelembagaan lokal Ti’sian Tak Ni’an di Desa Makir dan Lamaksenulu 
yang berada di garis perbatasan telah terbentuk sebelum adanya kemerdekaan Indonesia, sejak masa 
penjajahan Jepang dan Belanda-Portugis. Kelembagaan adat Ti’sian Tak Ni’an telah mewujudkan 
kedaulatan wilayah dengan mempertahankan wilayah sebagai buktinya adalah Pintu Masuk-Keluar 
Dilumil-Haleleki (RI)-Memo (RDTL) dan Pintu Masuk-Keluar Laku Hober. Dengan kata lain, Ti’sian 
Tak Ni’an merupakan model saling mendukung atau menopang dalam segala peristiwa tentang hidup 
dan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian serta keadilan masyarakat setempat.  
Implikasi teoritis dari penelitian ini bahwa teori sosial demokrasi dapat menjadi kerangka teoritis 
untuk melakukan penelitian tentang metode lokalitas yang spesifik. Implikasi praktis dari penelitian ini 
adalah metode lokalitas dapat dilakukan dengan tiga tahapan penting. Pertama, dimulai dari 
mengungkap realitas dan masalah sosial yang ada di daerah tertentu, dilanjutkan dengan tahapan kedua 
yakni mengidentifikasi budaya potensial yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat tersebut. 
Terakhir, Langkah ketiga, dengan memahami masalah dan budaya yang ada sebagai instrumen penting, 
akan dapat diusulkan model penguatan kelembagaan lokal.  
Kelemahan penelitian ini adalah terbatasnya sumber literatur yang membahas penelitian ini, 
namun ini juga menjadi kekuatan karena temuan dan implikasi dari penelitian ini dapat menjadi sumber 
awal dan fundamental untuk penelitian yang akan datang. Penelitian ini terbatas pada usulan skema 
model penguatan kelembagaan lokal dalam penanggulangan kemiskinan dan belum sampai pada 
bagaimana model ini dipersiapkan, diterapkan, dan dievaluasi. Kedepan, diperlukan penelitian lanjutan 
berupa evaluasi terhadap usulan model ini dan bagaimana model ini dapat diterapkan. Penelitian ini 
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